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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu: 

1. PT. Telkom Divre V JATIM sudah benar dalam melakukan perhitungan 

dan pemotongan terhadap PPN WAPU, dapat disimpulkan bahwa proses 

pengajuan pembayaran PPN WAPU di PT. Telkom Divre V JATIM 

dibagi menjadi empat tahapan. Proses pemungutan PPN WAPU dimulai 

dari penerimaan tagihan rekanan oleh unit bisnis. Kemudian input data 

transaksi di SAP dan FINEST berdasarkan faktur pajak dan SSP rekanan 

oleh Pihan Financial Support. Setelah proses input data selesai, faktur 

pajak dan SSP diteruskan ke bagian pajak untuk dilakukan rekonsiliasi 

FINEST dan pembuatan memo jurnal. Dan tahapan terakhir proses 

pengajuan pembayaran PPN WAPU adalah pembuatan Surat Perintah 

Bayar (SPB) yang akan dikirimkan ke kantor pusat PT. Telkom Indonesia 

di bandung. 

2. PT. Telkom Divre V JATIM dalam menyetorkan PPN WAPU sudah 

benar, proses penyetoran dilakukan dengan menggunakan BNI E-Tax 

Payment. Proses penyetoran dimulai dengan mengisi template yang 

diminta oleh bank BNI yang kemudian di unggah pada bagian tax 

payment upload di BNI E-Tax Payment, dan proses terahkir adalah PT. 

Telkom memilih waktu dilakukannya transfer sejumlah PPN WAPU 

terutang. 

3. PT. Telkom Divre V JATIM mengalami masalah dalam melaporkan PPN 

WAPU. Semua terjadi karena, yang pertama adalah unit bisnis terkadang 

lalai dalam memberikan faktur pajak dan SSP ke rekanan ke bagaian 
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Financial support, dan masalah lainnya adalah unit bisnis 

terkadangmemang sengaja tidak meneruskan faktur pajak dan SSP 

rekanandikarenakan tidak tersedianya kas diunit bisnis mereka. Dua 

masalah tersebut mengakibatkan PT. Telkom Indonesia terlambat 

melakukan penyetoran PPN WAPU, dan karena terlambat menyetorkan 

PPN WAPU maka PT. Telkom Indonesia terkena sanksi bunga sebesar 

2% dari PPN WAPU terutang. Sanksi bunga 2% akan dibayarkan oleh 

PT. Telkom Indonesia ketika menerima Surat Tagihan Pajak. 

 

3.2 Saran 

 Agar penerapan Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah pada PT. 

Telkom Divre V JATIM sesuai dengan PMK No.136/PMK.03/2012 maka penulis 

menyarankan beberapa hal kepada PT. Telkom Divre V JATIM sebagai berikut: 

1. Dikarenakan SSP rekanan tidak dapat diunduh secara sekaligus, maka 

sebaiknya PT. Telkom Divre V JATIM berkomunikasi kepada pusat dan pusat 

berkomunikasi kepada Bank BNI untuk melakukan pengembangan sistem 

BNI E-Tax Payment sehingga dapat mempermudah kinerja bagian pajak. 

2. Karena beberapa unit lalai dalam menyerahkan faktur pajak dan SSP rekanan 

ke bagian Financial Support maka sebaiknya PT. Telkom Indonesia membuat 

Standart Operating Procedure (SOP) dalam penerimaan tagihan rekanan di 

unit bisnis sehingga faktur pajak dan SSP tidak tercecer di unit bisnis dan 

kemudian mengakibatkan terlambatnya faktur pajak dan SSP ke bagian tax. 

3. PT. Telkom Divre V JATIM mengingatkan kepada rekanan untuk mengambil 

faktur pajak rekanan sebagai bukti penyetoran PPN yang telah dipungut, hal 

ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan faktur pajak dibagian pajak. 
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4. PT. Telkom Divre V JATIM mengingatkan kepada rekanan untuk mengambil 

faktur pajak rekanan sebagai bukti penyetoran PPN yang telah dipungut, hal 

ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan faktur pajak dibagian pajak. 
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